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<b>ABSTRAK</b><br>

Pembebanan Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dibagi Waris Analisis

Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/PDT/2015 Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dan

menyalurkan dana kepada masyarakat. Dana yang disalurkan ke bank oleh masyarakat disimpan dalam

bentuk tabungan atau deposito, sedangkan dana yang disalurkan bank kepada masyarakat yang

membutuhkan disalurkan dalam bentuk pinjaman/kredit. Kredit yang disalurkan oleh bank mengandung

risiko, untuk itu perjanjian kredit selalu diiringi dengan perjanjian pembebanan jaminan. Hak Tanggungan

adalah salah satu bentuk lembaga jaminan yang paling banyak diminati oleh bank. Akan tetapi penyerahan

jaminan dapat menimbulkan masalah apabila penyerahan jaminan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak

yang turut atas objek jaminan. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif,

yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan

menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Atas dasar demikian, Penulis dapat membuat simpulan bahwa pembebanan Hak

Tanggungan yang dilakukan oleh tanpa persetujuan pihak yang turut memiliki serta objek jaminan adalah

tidak sah dan pihak yang merasa keberatan atas pembebanan jaminan dapat mengajukan pembatalan ke

Pengadilan. Bank untuk memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat harus menerapkan prinsip

perkreditan dengan baik, yaitu dengan melakukan analisa mengenai calon nasabah sebelum menyetujui

pemberian kredit. Selain itu, Notaris/PPAT sebagai pihak yang berwenang untuk membuat akta dalam

menjalankan jabatannya pada saat membuat akta harus secara saksama dan teliti menganalisa para pihak

yang membuat akta.Kata kunci: Hak Tanggungan, Harta Bersama, Waris.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Mortgage Guarantee Imposition of Community Property That Has Not Been Divided Inheritance Analysis

of The Supreme Court Verdict Number 353 K Pdt 2015 Bank has a function to raise funds from

communities and distribute it back to communities. Communities submit their funds to the bank as savings

or deposits, then the funds that are collected from communities will be distributed to those in need as loans

credits. Bank credit may pose risk, therefore every credit agreement is accompanied by the imposition of a

guarantee agreement. Mortgage is the most in demand form of security by banks. However, the handover of

collateral can cause problems when it held without the consent of the parties who also having the security

object. The study was conduct by the research of normative literature, by collecting data from literature and

analyzing data qualitatively by the systematic application of laws and regulations that applied. Based on

these study, authors conclude that the imposition of mortgage without the consent of the parties who also
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having a security object is not valid and those parties can claim for the cancellation to the court. To provide

a credit facilities to the public, bank must apply the principle of good credit by analyzing customers rsquo

prospective before approving a loan. In addition, the Notary PPAT as the competent authority to make a

deed while doing their job must be carefully and thoroughly analyze the parties to a deed.Keywords

Mortgage, Heir, Community Property


